FORMULIR IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPENTINGAN DITJEN PDSPKP 2026

SUBYEK PENILAIAN RISIKO ‘WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG MONITORING
NO. SUMBER BENTUK SITUASI SKALA PETA STRATEGI PENANGANAN JAWAB MITIGASI STATUS DAN KETERANGAN
JENIS JABATAN| JABATAN K| D 1 2|18|4|5]|6|7|8|9]|10f11]12 CATATAN
1. Menerapkan kebijakan
larangan penugasan Pegawai
Pegawai selaku pengelola perencanaan untuk memeriksa/ mengawasi
Penggunaan Penggunaan informasi internal atau melakukan tugas/wewenang/ proses unit kerja lamanya minimal
kpa gp |pengaruh dan/atau [perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada| bisnis, sementara di sisi lain terdapat selama 1 tahun pertama. Tim Pelaksana Selesai/Dalam
1 |Perencanaan Perencana |Felasi dari jabatan  |mantan pejabat pada jabatan Pegawai |kondisi penggunaan informasi internal [ 1 | 1 1 2. Memblokir hak akses/ Penglola Konflik Proses/ Belum
lama di tempat tersebut untuk kepentingan pribadi atau|yang bersumber dari penggunaan akun sistem informasi internal Kepentingan Terlaksana
baru kepentingan lainnya pengaruh dan/atau relasi dari jabatan terkait penganggaran.
lama di tempat baru 3. Internalisasi pengelolaan
Konflik Kepentingan dan Kode
Etik secara berkala.
1. Melaporkan setiap
Pengambilan keputusan dan/atau penerimaan hadiah/fasilitas
tindakan oleh Pegawai yang dipengaruhi |Pegawai selaku pengelola perencanaan ke Unit Pengendalian
. . |oleh pemberian hadiah/ gratifikasi dari |melakukan tugas/wewenang/proses Gratifikasi (UPG)/KPK. Tim Pelaksana Selesai/Deler
Penerimaan hadiah | . - : s et T s -
dan gratifikasi pihak, baik yang berkaitan langsung, bisnis, sementara di sisi lain terdapat 1 1 1 2. Pengawasan internal oleh Penglola Konflik Proses/ Belum:
gratifikasi maupun tidak langsung, terhadap kondisi penerimaan hadiah dan Inspektorat Jenderal. Kepentingan Ferlaksana
keputusan dan/atau tindakan Pegawai |gratifikasi 3. Sosialisasi dan edukasi
tersebut. penanganan gratifikasi secara
berkala.
Direktur 1. Pengungkapan (disclosure)
Jenderal, Pegawai selaku pembuat aturan dan aset dan kepemilikan bisnis
Sesditjen, kebijakan, menyusun kebijakan, 4 melalui LHKPN/LHKASN.
Pembuatan Direktur, JF . .. |Memiliki investasi, saham, atau regulasi, atau standar tata kelola yang 2. Mengungkapkan dan Tim Pelaksana Selesai/Dedern
Kepentingan bisnis e can RENDAH/ ¢ e
2 |aturan dan Perancang atau finansial kepemilikan usaha pada entitas luar menguntungkan bisnis/perusahaan 2|2 4 ACCEPTAB menandatangani Daftar Penglola Konflik Proses/Belum
kebijakan Peraturan yang bermitra dengan instansi. pribadi secara langsung atau tidak B Kepentingan Pribadi. Kepentingan Ferlaksana
Perundang- langsung. 3. Sosialisasi dan edukasi
undangan, JF penanganan gratifikasi secara
Analis Hukum berkala.
1. Mengungkapkan dan
Pegawai selaku pembuat aturan dan menandatangani Daftar
P . - . Kepentingan Pribadi.
Memiliki hubungan teman sejawat, kebijakan mengakomodasi klausul atau 4 ) ! ] .
: . ) . 2. Melibatkan tim Tim Pelaksana Selesai/Delam
. mantan rekan kerja, atau keterikatan  |pasal-pasal kebijakan yang memberikan RENDAH/ | ot . e
Hubungan afiliasi dalam organisasi/yayasan/lembaga yang|keistimewaan khusus bagi 2|2 4 ACCEPTAB interdisipliner dan pihak Penglola Konflik Proses/Belwm
& yay: 8a yang o  bagl eksternal/akademisi dalam Uji| Kepentingan Ferlaksana
sama organisasi/lembaga nirlaba tertentu LE .
tempat Pejabat,/Pegawai berafiliasi Publik untuk memastikan
P J & objektivitas substansi
regulasi.
1. Melaporkan setiap
Pegawai selaku pembuat aturan dan penerimaan had]a]?/ fasilitas
Pengambilan keputusan dan/ataz ij janjil kel ke Unit Pengendalian
X . gamby putusan ¢ U Gratifikasi (UPG)/KPK. Tim Pelaksana Selesei/ Dalam
Penerimaan hadiah |penetapan aturan yang dipengaruhi oleh |norma atau syarat aturan dalam . .
N . N N o [ - N 1 1 1 2. Pengawasan internal oleh Penglola Konflik Proses /Belum-
dan gratifikasi pemberian hadiah, fasilitas, atau janji rancangan kebijakan setelah menerima )
¢ oS ! ! couaks Inspektorat Jenderal. Kepentingan Ferlaksana
dari entitas usaha/asosiasi industri. fasilitas/gratifikasi dari pemangku Lo .
3. Sosialisasi dan edukasi
kepentingan. . )
penanganan gratifikasi secara
berkala.
1. Pegawai mundur dari
Pegawai selaku pengelola pengadaan ‘l:;p‘;“gs“r:fa{: Pzgz/l:g If‘
Pengadaan PPK, JF PBJ, | o an bisnis |Memiliki investasi, saham, atau barang dan jasa memiliki berpihakan a: ‘; 1‘: u“ e“fusahaan g Tim Pelaksana Selesai/ Dalam
3 & ) Bendahara pentingan bisnis 1. e milikan usaha pada entitas luar dalam proses lelang dan intervensi 11 1 yang cirkuti p Penglola Konflik Proses /Belum-
barang dan jasa | pe,oopyapan [2ta finansial ang bermitra dengan instansi. dalam setiap tahapan kegiatan miliknya. Kepentingan Terlaksana
& yang & . P pa 8 2. Melimpahkan pelaksanaan P &
pengadaan barang/jasa. N
pengadaan barang/jasa
kepada UKPBJ KKP.
1. Pengelola pengadaan
barang dan jasa wajib
mendeklarasikan potensi
Pegawai selaku pengelola pengadaan konflik kepentingan sebelum
3 proses pemilihan dimulai.
barang dan jasa berupaya untuk 2. Melakukan penggantian
. emenangkan perusahaan milik § Penge; Tim Pelaksana Seleseis Dalam
Hubungan keluarga | Melibatkan hubungan darah/semenda (remove) personel atau -
o kerabat/keluarga dalam pengadaan 11 1 Penglola Konflik Proses /Belum-
dan kerabat (istri, anak, saudara, mertua, dll) . - . pengambilalihan )
barang/jasa atau memberikan informasi Kepentingan Ferlaksana
) kewenangan oleh Atasan
bocoran Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Pegawait.
dan HPS. .
3. Penerapan peer review
berjenjang yang diperketat
oleh Pengendali
Mutu/Inspektorat.




Memiliki hubungan teman sejawat,

Pegawai selaku pengelola pengadaan

1. Pengelola pengadaan
barang dan jasa wajib
mendeklarasikan potensi
konflik kepentingan sebelum
proses pemilihan dimulai.

2. Melakukan penggantian

. barang dan jasa memberikan perlakuan (remove) personel atau Tim Pelaksana Selesai/ Dalam
e mantan rekan kerja, atau keterikatan A . L "
Hubungan afiliasi [ et/ vayasan/ lembaga yang| KIuSUS; penilaian teknis yang subjektif, | 1 pengambilalihan Penglola Konflik Proses /Belum-
P & yay 82 YN8 | o tau kelonggaran verifikasi spesifikasi kewenangan oleh Atasan Kepentingan Ferlaksana
teknis untuk mitra/teman dekat. Pegawait.
3. Penggunaan sistem
berbasis kuantitatif pada
aplikasi SPSE/e-Katalog yang
menutup peluang penilaian
subjektif.
1. Pengelola pengadaan
barang dan jasa wajib
mendeklarasikan potensi
konflik kepentingan sebelum
Pegawai selaku pengelola pengadaan proses pemilihan dxmulél.
. . . 2. Melakukan penggantian
Penggunaan Penggunaan informasi internal atau barang dan jasa memberikan perlakuan
: ; A uar (remove) personel atau ] B
pengaruh dan/atau |perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada|istimewa, bocoran dokumen spesifikasi Tim Pelaksana Selesai/ Dalam
i N . ) N N 3 pengambilalihan .
relasi dari jabatan |mantan pejabat pada jabatan Pegawai teknis/HPS, atau prioritas kelulusan 1 Penglola Konflik Proses/Belum
N . . . N kewenangan oleh Atasan .
lama di tempat tersebut untuk kepentingan pribadi atau|lelang kepada penyedia barang/jasa Pegawait. Kepentingan Terlaksana
baru kepentingan lainnya yang merupakan mantan atasan/relasi gawait. N
s N 3. Menggunakan instrumen
dari instansi asal. .
penilaian berbasis data
kuantitatif (sistem SPSE) yang
kaku dan menutup ruang
penilaian subjektif.
1. Melaporkan setiap
penerimaan hadiah/fasilitas
Pegawai selaku pengelola pengadaan i
Penerimaan imbalan, uang komitmen barang dan jasa berupaya untuk . ;
Penerimaan hadiah |(kickback), atau fasilitas isil penyusunan i 2. Pengawasan ketat oleh APIP Tim Pelaksan.a Selesai/ Dalam
N . . . N . = . 1 Penglola Konflik Proses /Belum-
dan gratifikasi liburan/akomodasi dari calon penyedia |teknis (mengunci produk) agar pada tahapan persiapan dan Kepentingan
barang/jasa. mengarah pada salah satu penyedia pelaksanaan pengadaan. P &
yang memberikan imbalan. 3. Sosialisasi dan edukasi
penanganan gratifikasi secara
berkala.
1. Pegawai wajib
Verifikator Memiliki usaha pribadi, saham, atau Pega.wal selaku pengelola perizinan mendeklarasxlfgn hubungan . )
s . : . o B menjadi perantara/calo perizinan kekeluargaan jika ada Tim Pelaksana Selesai/Delam
5 Perizinan, |Kepentingan bisnis |menjadi konsultan perizinan di luar : ! e
Perizinan 3 . . . internal yang mempercepat izin 1 pemohon dari pihak kerabat. Penglola Konflik Proses/Belum-
Petugas atau finansial instansi pada sektor yang berkaitan " K
. : . usahanya sendiri atau pemohon yang 2. Implementasi layanan Kepentingan Ferlaksana
Pelayanan dengan perizinan yang ditangani. N monon ¥ ! " .
membayar jasa konsultasi pribadinya. perizinan terintegrasi berbasis
elektronik (tanpa tatap muka).
1. Pegawai wajib
Pegawai selaku pengelola perizinan mendeklarasikan hubungan
memprioritaskan verifikasi dan y .
Hubungan keluarga | Melibatkan hubungan darah/: d per perizinan bagi Tim Pelaksan.a SelesaiDalam
P P 1 Penglola Konflik ‘Proses/ Belum:
dan kerabat (istri, anak, saudara, mertua, dll) berkas pemohon dari pihak keluarga Kepentingan
tanpa mengikuti prosedur atau kriteria P &
standar.
petugas/verifikator lain.
1. Pegawai wajib
mendeklarasikan hubungan
Pegawai selaku pengelola perizinan kekeluargaan jika ada
Memiliki hubungap teman sejawat, memberikan perlakuan khusus atau 4 pemohon dari plhalf kerabat. Tim Pelaksana Selesai/Del
... |mantan rekan kerja, atau keterikatan " ) s [/ |2. Penerapan prinsip four-eyes .
Hubungan afiliasi e dispensasi kemudahan syarat perizinan | 2 e F Penglola Konflik Proses/Belum
dalam organisasi/yayasan/lembaga yang ACCEPTAB |principle (minimal dua .
kepada pemohon yang merupakan 8 Kepentingan Ferlaksana
sama P LE verifikator independen dalam
teman dekat/rekan organisasi. >
menyetujui dokumen).
3. Mematuhi Maklumat
Pelayanan Publik.
1. Penegakan SOP Pelayanan
Publik secara konsisten
Penggunaan . Pegawai selaku pengelola perizinan berbasis Online Single
pengaruh dan/atau |F¢ggunaan informasi internal atau ikan standar i 9 Submission (OSS) atau sistem Tim Pelaksana SelesaifDelam
" L perlakuan istimewa kepada mantan . ) .
relasi dari jabatan y prosedur (SOP) karena mendapat 2 perizinan terintegrasi. Penglola Konflik Proses/Belum
" pejabat/atasan lama yang mengurus . . ACCEPTAB . . .
lama di tempat erizinan usaha. tekanan/pengaruh dari mantan pejabat B 2. Pelaporan intervensi/ Kepentingan Terlaksana
baru perizinan usaha. atau relasi lama. pengaruh tidak sah melalui
sistem Whistleblowing System
(WBS).
1. Penerapan sistem
pelayanan no physical contact
Penerimaan uang pelicin (express fee), |Pegawai selaku pengelola perizinan 4 (secara daring/online). . .
Penerimaan hadiah |cendera mata, atau fasilitas dari berupaya untuk mengulur-ulur waktu |, RENDAH/ |2. Pelaporan ke UPG jika Pz‘r'l“lifﬂ‘zggfk SelesaifDelem:
dan gratifikasi pemohon izin agar berkas segera verifikasi perizinan pemohon sampai ACCEPTAB |menerima gratifikasi. Keg entingan Terlaksana
disetujui. pemohon memberikan imbalan/hadiah. LE 3. Audit berkala kelayakan P &
dokumen perizinan oleh tim
pengawas internal.




1. Pejabat/Anggota Pansel
menarik diri (recusal) dari

Pengangkatan, Direktur Pegawai selaku pengelola kepegawaian proses penilaian kandidat
promosi, mutasi| ~ Jenderal, memberikan nilai evaluasi kinerja atau yang memiliki hubungan Tim Pelaksana -/ Dalam
dan Sesditjen,  |Hubungan keluarga |Melibatkan hubungan darah/semenda  |rekomendasi promosi yang tinggi secara keluarga. Penglola Konflk ‘SPEZQ“'*
kebijakan Direktur, JF |dan kerabat (istri, anak, saudara, mertua, dll) subjektif kepada kerabat sendiri 2. Menggunakan sistem merit eé‘ © i 02 . roses/Belum
manajemen Analis SDM mendahului kandidat lain yang lebih berbasis Sistem Informasi epentingan Terlaksana
SDM Aparatur kompeten. Manajemen ASN (penilaian
kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara terbuka).
1. Mematuhi Kode Etik dan
Pegawai selaku pengelola kepegawaian Pembangunan Integritas
Memiliki hubungan teman sejawat, memberikan prioritas atau penempatan Manajemen SDM. ) Tim Pelaksana - Datam
i mantan rekan kerja, atau keterikatan  [posisi strategis/promosi kepada 2. Melaksanakan seleksi Selesal
Hubungan afiliasi . I Penglola Konflik Proses /Belwm
dalam organisasi/yayasan/lembaga yang|bawahan berdasarkan kedekatan terbuka (open bidding) dan h
rean v Kepentingan Ferlaksana
sama almamater, organisasi, atau teman lama, berbasis
bukan berdasarkan kriteria profesional. Center independen untuk
promosi/mutasi jabatan.
1. Menggunakan instrumen
Penggunsan Penggunaan informasi internal atau Pegawai selaku pengelola kepegawaian penilaian berbasis data
. atau 3 kuantitatif yang kaku dan . ;
pengaruh dan/atau |perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada " ' ‘ Tim Pelaksana Seleseif Dalam
aruh ¢ ! ‘ 298] mutasi/promosi Pegawai tertentu atas RENDAH/ |menutup ruang penilaian
relasi dari jabatan |mantan pejabat pada jabatan Pegawai . . Penglola Konflik Proses /Belwm
. ceaw masukan, tekanan, atau pengaruh dari ACCEPTAB [ subjektif. !
lama di tempat tersebut untuk kepentingan pribadi atau : ; . Kepentingan Ferlaksana
o o mantan pejabat/relasi di unit kerja lama LE |2 Internalisasi Pembangunan
o epentingan lainnya. tanpa memenuhi kualifikasi teknis. Integritas dan Kode Etik
Pegawai.
1. Melaporkan setiap bentuk
pemberian/ gratifikasi kepada
Pengambilan keputusan dan/atau Pegawai selaku pengelola kepegawaian ?{Jr;é;’engendahan Gratifikasi
tindakan oleh Pegawai yang dipengaruhi |menyetujui atau mempermudah proses 3 N . ) .
Penerimaan hadiah |oleh pemberian hadiah/gratifikasi darl | promosi, penempatan lokasi mutasi RENDAH/ | Pengawasan internal secara Tim Pelaksana Selesai/. Dalam
i ] A atan i berkala oleh Inspektorat Penglola Konflik Proses /-Belum.
dan gratifikasi pihak yang berkaitan langsung maupun |favorit, atau kenaikan jabatan setelah ACCEPTAB .
J b : Jenderal. Kepentingan Terlaksana
tidak langsung dengan keputusan menerima uang/fasilitas /hadiah dari LE 3. Mengawasi dan
tersebut. Pegawai yang bersangkutan. mengendalikan
penandatanganan Daftar
Konflik Kepentingan.
1. Pegawai mengundurkan diri
Penilaian Direktur Pegawai selaku pengelola sertifikasi dan
’ Jenderal, . Menmiliki usaha pribadi, saham, atau  [pengujian melakukan sertifikasi Tim Pelaksana Selesai/Delerm
termasuk Kepentingan bisnis ! 1
sertifikasi dan Direktur, atau finansial menjadi pada unit /sertifikat mutu Penglola Konflik Proses/ Belam
- Kepala Balai, JF) ikan (UPI)/entitas penerima sertifikasi. |pada produk atau usaha miliknya Kepentingan Terlaksana
pengujian i 3 sertifikasi pada entitas usaha
Pembina Mutu sendiri.
yang memiliki keterikatan
finansial.
1. Pegawai wajib
mendeklarasikan potensi
konflik kepentingan dan
mundur (recusal) dari tim
penguiji/penilai unit
Pegawai selaku pengelola sertifikasi dan kerabatnya.
pengujian melakukan penilaian, 4 2. Apabila personel terbatas ) .
Hubungan keluarga | Melibatkan hubungan darah/semenda  |verifikasi teknis, atau penerbitan RENDAH/ |dan inspeksi terpaksa FT"‘;PEall{‘sa?lak Selesai/ Delam:
: ; Proses/Belum
dan kerabat (istri, anak, saudara, mertua, dll) sertifikat kelayakan/mutu produk pada ACCEPTAB | dilakukan pada unit kerabat, cngoa Bomt
) A ; Kepentingan Ferlaksana
unit pengolahan atau usaha yang LE  |wajib diterapkan peer review
dimiliki oleh keluarga/kerabat dekat. berjenjang yang diperketat
oleh Pengendali
Mutu/Inspektur.
3. Internalisasi pengelolaan
Konflik Kepentingan dan Kode
Etik secara berkala..
- ) Pegawai selaku pengelola sertifikasi dan 6 1. Rotasi tim penilai/penguiji
MZ‘“[‘:L“ hl‘::“?(ga“ teman sejaval, | pengujian membantu meloloskan SEDANG/ |mutu secara periodik. Tim Pelaksana Selesai/Delam:
Hubungan afiliasi d‘“alz “an.‘;a;?‘: :‘; /f ”“2 . " |sertifikasi kelayakan mutu SUPPLEME |2. Penerapan cross-check atau Penglola Konflik Proses/Belum
- ;“ organisasi/yayasan/lembaga yang| yaccp/CPIB/SKP) meskipun fasilitas NTARY |verifikasi ulang hasil Kepentingan Ferlaksana
s belum memenuhi standar teknis mutu. ISSUE  |pengujian oleh tim auditor.
1. Mematuhi Pakta Integritas
yang isinya tidak menjadi
Pegawai selaku pengelola sertifikasi dan bagian dari perusahaan atau
) . ¢ ! ) unit usaha yang diuji.
Penggunaan Penggunaan informasi internal atau pengujian mengabaikan ketidaksesuaian )
o : ey ) 4 2. Pelaporan intervensi atau ) .
pengaruh dan/atau |perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada|kriteria teknis mutu atau meloloskan Tim Pelaksana Selesai/Delam-
< h ) ¢ era te ! RENDAH/ |penyalahgunaan pengaruh 2
relasi dari jabatan | mantan pejabat pada jabatan Pegawai |sertifikasi/pengujian karena adanya | rolo lanen el Penglola Konflik Proses/Belum
lama di tempat tersebut untuk kepentingan pribadi atau |tekanan, permintaan, atau pengaruh el ) Kepentingan Ferlaksana
! ) : up ) LE  |Whistleblowing System (WBS).
baru kepentingan lainnya. dari mantan atasan/relasi di unit kerja
epoman 3. Menggunakan instrumen
ya. checklist penilaian sertifikasi
mutu secara kuantitatif dan
baku.




Penerimaan hadiah
dan gratifikasi

Penerimaan uang saku tambahan,
akomodasi berlebih, atau hadiah dari
pelaku usaha saat pelaksanaan verifikasi|
lapangan.

Pegawai selaku pengelola sertifikasi dan
pengujian memberikan rekomendasi
hasil penerbitan sertifikat mutu yang
menguntungkan pelaku usaha setelah
menerima hadiah/fasilitas.

6
SEDANG/
SUPPLEME
NTARY

ISSUE

1. Melaporkan setiap bentuk
pemberian/gratifikasi kepada
Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG)..

2. Seluruh biaya perjalanan
dinas pengujian/inspeksi
ditanggung penuh oleh
anggaran DIPA instansi
(dilarang dibayarkan oleh
objek pemeriksaan).

3. Sosialisasi dan edukasi
penanganan gratifikasi dan

Tim Pelaksana
Penglola Konflik
Kepentingan

Selesai/Delear
Proses/Belum

Kode Etik secara berkala.

X
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